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BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON 
NOM OR (I TAHUN 2011

T B N T A N G

K EDUDUKAN, TIJGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YA.NG MM A  tSA.

BUPATI BUTON,

< 9  . . . .  ,M enimbang : a. bahwa sebagai tindak ianjut dari pelaksanaan Pasal 2 Ivrauiran Daerah 
Kabupaten Buion Nom or 3 Tahan 2011 tentang Organisasi dan lata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu m enetapkan 
kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten 
Buton;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim aksud  dafam huruf’ a, 
perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan. Tugas Pokok. 
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;

M engingat : 1. Undang-Undang Nom or 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lem baran N egara Republik Indonesia Nomor 74 
Tahun 1959, Tam bahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang N om or 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran N egara Republik Indonesian Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran N egara R epublik \ndoncsia Nom or 3041) sebagaimana \elah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
K epegawaian (Lem baran Negara Republik fndonesian Tahun 1999 Nomor 
169. Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia N om or 3890);

3. U ndang-Undang Nom or 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotism e (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  N om or 3851);

4. Undang-Undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nom or 125, 7’ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4437) sebagaim ana telah 
diubah derjgan Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4844);

5. U ndang-Undang Nonior 33 Tahun 2004 Vonumg Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 N om or 126, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
fntfonesia N om or 4438);



6. Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang N om or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
N om or 82, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5233);

8. Peraturan Pemerintah Nom or 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia la h u n

N ottiot W , Tam bahan Ixm baran  N egara Republik Vndonesia N om or 
3373);

9. Peraturan Pemerintah Nom or 9 Tahun 2003 tentang W ewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nom or 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupa(en/KoCa (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nom or 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N om or 4737);

11. Peraturan Pemerintah N om or 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nom or 74-. Tam bahan Lembaran N egara RepuWik Indonesia Nomor 5^35);

J3. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nom or 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
7’eknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaim ana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 lahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan M enteri Dalam Negeri Nom or 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan M enteri Dalam Negeri N om or 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah 
Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

(5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton  Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang M enjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton 
Sebagai Daerah Otonom;

16. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nom or 3 Tahun 2011 tentang Organisasi 
dan Tata K eija Dinas Daerah Kabupaten Buton;

M EM UTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUTON.

BAB 1 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan in i  yang dimaksud dengan:

1. Daerah adafah Kabupaten Buton.



✓

2. Pemerintah Daerah adafah Kepafa Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pem erintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pem erintahan oleh Pemerintah Daecah dan OPR.D 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara RcpuWik Indonesia ( ahun l (M5.

4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
Peraturan Perundang-undangan.

5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD 

Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah m t  pembanVu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 

pem erintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
d. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
10. Kepala D inas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
! 1. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buum.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kesehataa Kabupaten Buton.
1 S. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buton
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD dilingkungan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Buton.
21. Kesehatan M atra adalah kondisi dengan lingkungan berubah secara berm akna yang dapat 

m enim bulkan masalah kesehatan.

BAB II
K EDUDUKAN, TU G A S POKOK, DAN FUNGSI 

Pasal 2
*(1) Dinas m erupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3
D inas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan 
tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan.



Pasaf 4

Dinas dalam m elaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan 
I ungsi:
a. perumusan kebijakan bidang Kesehatan;
b. pem binaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional:
c. pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
d. pem binaan pelaksanaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan pemukiman;
e. pem binaan program  prom osi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; 
l', pem binaan pelayanan kesehatan dan pengawasan sarana kesehatan;
g. pem binaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi D inas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (P2-PLP);
d. Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan;
e. Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan;
f. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaim ana dimaksud pada ayat ( ! )  huruf b, dipim pin oleh seorang Sekretaris 
yang berada dibawah dan bertanggung jaw ab kepada Kepala Dinas.

( 3)  Bidang sebagaimana dim aksud pada ayat (?) huruf c. huruf d. huruf c. dan huruf f. 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jaw ab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Keduat
Sekretariat 

Pasal 6
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian lugas Dinas dalam bidang pelayanan 
administrasi dan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi urusan kepegawaian, diklat, 
keuangan, perlengkapan dan umum, serta perizinan dan hukum.



Pas a f 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 menyelenggarakan 
fungsi:
a. pelaksanaan urusan administrasi dan kesekretariatan, kepegawaian, perumusan rancangan 

produk hukum daearah dihidang kesehatan;
h. pengkoordinasian urusan pendidikan dan pelatihan dihidang kesehatan;
c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
d. pelaksanaan urusan umum yang meliputi surat m enyurat dan arsip;
c. pelaksanaan urusan perizinan sarana kesehatan dan usaha dihidang kesehatan:
f. pengelolaan perlengkapan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.

Pasa) 8
(1) Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan DIKLAT;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Perizinan;

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 
yang berada dibawah dan bertanggung jaw ab kepada Sekretaris.

Pasar 9

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan DIKLAT mempunyai lugas melaksanakan urusan 
administrasi ketatalaksanaan, kepegawaian, menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan 
rancangan peraturan dan produk hukum daerah dibidang kesehatan, mengkooidinasikan 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, sertu pengum pulan penilaian angka 
kredit.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan administrasi 
keuangan, perbendaharaan, serta pengelolaan perlengkapan sarana dan prasarana.

(3) Sub Bagian Umum dan Perizinan mempunyai tugas m elaksanakan pengelolaan surat 
m enyurat dan pengeJoJaan arsr’f .  serta mcngkoocdinasikan d<tn m engum pulkan buhun 
petunjuk teknis perizinan dan registrasi sarana kesehatan swasta.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

( P2 -  PLP ) 

Pasal 10

Bidang P2-PLP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam  m enyiapkan bahan 
pedom an petunjuk teknis, menyelenggaraan kegiatan P2-PLP yang meliputi pemberantasan dan 
pengendalian penyakit, surveilans (pengamatan penyakit), imunisasi, kesehatan matra, dan 
penyehatan lingkungan pemukiman.



Hidang P2-PLP dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
menycleuggacakaa fungsi-.
a. pelaksanaan kegiatan pem berantasan dan pengendalian penyakit;
b. peJaksanaan kegiatan  pengam atan penyakit, imunisasi dan kesehatan matra:
c. pelaksanaan kegiatan pengawasan hygiene dan sanitasi penyehatan lingkungan pem ukim an; 

dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieb Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan 

lungsinya.
Pasaf 12

(1) Bidang P2-PLP terdiri atas:
a. Seksi Pem berantasan dan Pengendalian Penyakit;t
b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman; dan
c. Seksi SurveiJans dan Imunisasi.

(2) Seksi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan. bertanggung Jawab kepada K epala Bidang P2-P L P .

Pasal 13
(1) Seksi Pem berantasan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas m enyiapkan bahan 

pedoman petunjuk teknis, serta m elakukan penyelenggaraan upaya pemberantasan dan 
pengendalian penyakit;

(2) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman 
petunjuk teknis, m elakukan kegiatan penyelenggaraan dan operasionaf upaya penyehatan 
air, lingkungan pem ukim an, tem pat-tem pal umum dan tem pat pengolahan makanan, 
melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kondisi kualitas 
air dan lingkungan pemukiman, Tem pat-Tem pat Umum (T'l'U), Tempat Pengolahan 
M akanan (TPM ), dan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2):

(3) Seksf Surver/ans dan /m untsasi mempunyai lugas menyiapkan bahan pedoman petunjuk 
teknis serta m elakukan pengam atan penyakit (surveilans), imunisasi, dan kesehatan matra.

Bagian Keempat 
Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan  

Pasal 14
Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
dinas daiam m enyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelcngggaraan kegiatan bina 
program dan promosi kesehatan yang meliputi pcrencanaan, evaluasi, pengolahan data dan 
pelaporan, penyediaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan, serta penyuluhan 
kesehatan masyarakat dan pembinaan pem berdayaan m asyarakat dibidang kesehatan.

Pasal 15
Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan dalaam melaksanakan tugas sebagaim ana 
dim aksud daiam  Pasal 14 menyelenggarakan /ungsi:
a. pengkajian dan perum usan kebijakan dibidang kesehatan;
b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program  kerja Dinas, serta pelaksanaan m onitonng, 

pengawasan dan evaluasi:

Pasat f i



c. pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan, serta pengolahan dan pengembangan sistem 
informasi kesehatan;

d. pctaWsmvaan dan pengkoordmastan penyelenggaraan pcvmduhan keschaVaw.
e. pelaksanaan dan pengkoordinasian pem binaan kegiatan upaya pemberdayaan m asyarakat 

dibidang kesehatan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.

Pasal 16
(I ) Bidang Bina Program dan Promosi Kesehatan terdiri atas:

a. 'Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program;
b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan M asyarakat: dan
c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan.

(2) Seksi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jaw ab kepada  Kepala Bidang Bina Program dan Promosi 
Kesehatan .

Pasal 17
(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program mem punyai tugas m enyiapkan bahan pedoman 

petunjuk teknis kegiatan perencanaan program , pem antauan, pengawasan, dan evaluasi 
penyelenggaraan program kesehatan.

(2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pem berdayaan M asyarakat m empunyai tugas mengumpulkan 
bahan pedoman petunjuk teknis kegiatan penyuluhan dan promosi kesehatan, menyiapkan 
sarana informasi, serta melakukan pem binaan teknis Upaya Kesehatan Bersumberdaya 
Masyarakat (U K BM ).

(3) Seksi Data dan Informasi Kesehatan m empunyai tugas menyiapkan bahan pedoman 
petunjuk teknis kegiatan pengumpulan data dan informasi kesehatan, serta pelaporan 
penyelenggaraan program kesehatan.

Bagian Kelima 
Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan

Pasal 18
Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 
dalam m enyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan yang meliputi 
pelayanan medik dan rujukan, pengawasan dan pengendalian peredaran dan penggunaan obat, 
narkoba, kosmetik, makanan dan m inuman, serta pembinaan dan pengembangan sarana dan 
prasarana kesehatan.

*

Pasal 19
Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 m enyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pem binaan dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan rujukan;



b. pefafcsanaan dan pengkoordinasian terhacfap perencanaan dan kebutuhan obat, seciaan 
farmasi, serta pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan obat, alat kesehatan. dan 
obat tradisional;

c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengawasan dan pengendalian peredaran 
makanan dan minuman, kosmetik, serta penyalahgunaan narkoba:

d. pelaksanaan dan pengkootriinastan urusan pembinaan dan pengembangan sarana kesehatan; 
dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya.

Pasal 20
(1) Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan terdiri atas:

a. Seksi Pelayanan Medik dan Rujukan;
b. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; dan
c. Seksi Sarana Kesehatan.

(2) Seksi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipim pin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggung jaw ab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sarana Kesehatan.

Pasal 21
(l') Seksi Pelayanan M edik dan Rujukan mempunyai tugas m engumpulkan bahan pedoman 

petunjuk teknis dan melaksanakan serta mengkoordi.nasi.kan pelayanan medik dan rujukan.
(2) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mermpunyai tugas mengum pulkan bahan pedoman 

petunjuk teknis perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat, sediaan (armasi dan alat 
kesehatan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan 
obat-obatan, penyalahgunaan narkoba, alat kesehatan dan kosmetika, obat tradisional, serta 
pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran produk makanan dan 
minuman.

(3) Seksi Sarana Kesehata mempunyai tugas m engumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis 
dan m elaksanakan serta m engkoordmasikan pem binaan, perencanaan dan pengembangan 
sarana dan prasarana kesehatan.

Bagian Keenam  
Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi M asyarakat 

Pasa! 22
Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi M asyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas D inas dalam  m enyiapkan bahan pedom an petunjuk teknis, m enyelenggarakan pelayanan 
kesehatan ibu dan reproduksi, kesehatan anak, remaja dan kesehatan usia lanjut, serta 
m enyelenggarakan pelayanan dan pem binaan gizi kesehatan masyarakat.

Pasal 23

Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi M asyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dim aksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian kesehatan ibu dan reproduksi:



b. pelaksanaan kegiatan pe(ayanan dan pengkoordinasian kesehatan anak, remaja, dan usia 
lanjut;

c. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengkootdmas>ian gizi kesehatan m asyarakat, dan
d. pelaksanaan tugas iain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.

Pasal 24

i, l.) B idang K esehatan K eluarga dan Gizi M asyarakat terdiri atas.:
a. Seksi Kesehatan Ibu dan Reproduksi;
b. Seks j Gizi Kesehatan M asyarakat; dan
c. Seksi Kesehatan Anak, Remaja, dan Usia Lanjut.

\2 )  Sekst sebagaim ana dim aksud pada ayat (i'), dipim pin oieh seorang Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jaw ab kepada Kepala Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi 
M asyarakat.

Pasal 25

(1) Seksi Kesehatan ibu  dan Reproduksi m empunyai tugas m enyiapkan bahan pedoman 
petunjuk teknis, melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi termasuk pelayanan 
kontrasepsi;

(2) Seksi Gizi Kesehatan M asyarakat mempunyai tugas m engumpulkan bahan pedoman 
petunjuk teknis, melaksanakan pelayanan dan pem binaan terhadap pemeliharaan dan 
peningkatan gizi kesehatan m asyarakat serta pem antauan dan evaluasi status gizi 
masyarakat;

(3) Seksi Kesehatan Anak, Rem aja dan Usia Lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan 
pedom an petunjuk teknis, melaksanakan pelayanan kesehatan pada bayi, balita, remaja, dan 
usia lanjut.

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 26

( 'i ) D ilingkungan Dinas dapat dibenVuk U PTD  sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban 
kerja.

(2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional 
Dinas.

(3) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan K epala Daerah.

(4) UPTD dipim pin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepadu Kepala Dinas.



r

Bagian Kedelapan  
K elom pok Jabatan Fungsional 

Pasal 27

( ] )  Dilingkungan  D inas dapat d i bentuk KeJompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelom pok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah 
Daerah dibidang kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

(3) K elom pok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,

(5) Jum lah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku.

BAB IV 
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam m elaksanakan tugas, K epala Dinas. Sekretaris, Kepala Bidang. Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi dilingkungan Dinas m enerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan kerjanya m aupun diluar dilingkungan kerja Dinas sesuai tugas pokok
dan fungsinya.

Pasa! 29

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya m asing-m asing dan bila terjadi 
penyim pangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan bertanggung jaw ab m em im pin dan mengkoordinasikan bawahan masing- 
masing dan mem berikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-m asing, serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.

(4) Setiap Japoran yang diterim a oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan.

(5) Dalam menyam paikan lapotan masing-m asing kepada atasan, tembusan laporan wajib 
disam paikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pim pinan satuan organisasi dibantu oleh pim pinan satuan 
organisasi bawahannya dan dalam rangka pem berian bimbingan kepada bawahan masing- 
masing, wajib mengadakan rapat berkala.
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Pasaf 30

Atas dasar pertim bangm  daya guna dan. basil guna, m asing-m asing Pejabat dalam  lingk.ungati 
Dinas m endelegasikan kew enangan-kewenangan lertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai 
dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PE N G A N G K A TA N  DAN PE M B E R H E N T IA N  

Pasat 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepaja Sub  Bagian, Kepala Seksi da/f Kepafa l ' / 1 TD 
serta Pajnbat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepul a Daerah sesuai dengan 
kcientuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI 
P E M B I A Y A A N

Pasal 32

(1) Segala biaya yang diperlukan, untuk pelaksanaan lugas dalam lingkungan Dinas dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Selain biaya yang bersum ber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan pem biayaan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII 
K E T E N T U A N  L A IN -L A IN

Pasal 33
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V III 
P E N U T  U P

Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan ini, m aka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton Nom or 6 Tahun 2007 tcnlatig Organisasi dan 7 a!a Kerja Dinas Daerah vang 
bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi.



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

SEKRETARIS D A E I^ H  KABUPATEN,

H .K A H A R U P M N f __________  ii.
PEMBINA WTAMA M UDA, IV/c 

NIP. /9 5 7 1 ^ 1  19900S 1 004

BERITA DABRAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 20ttl NOMOR ....U........

Diundangkan di Pasarwajo


